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 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam 

dan merupakan ibadah yang paling mulia bagi umat muslim, 

demikian karena pahala amalan ini tidak hanya didapat oleh 

wakif ketika semasa hidup saja, tetapi pahalanya akan terus 

mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, ia berkata bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 

نإسَانُ ان إقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنإ ثَلََثةٍَ مِنإ صَدَقَةٍ جَ  اريِةٍَ وَعِلإمٍ يُ نإتَ فَعُ بِهِ إِذَا مَاتَ الْإِ
عُو لَهُ   وَوَلَدٍ صَالِح يَدإ

 

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya 

kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang 

dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 

1631)
1
 

 Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah melalui 

pengorbanan atas harta yang kita miliki untuk kepentingan 

kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur 

oleh syari’at Islam. Dari penjelasan tersebut, selain berdimensi 
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vertikal (antara manusia dengan Allah SWT) suatu bentuk 

ibadah antara hamba terhadap Tuhannya, wakaf juga memiliki 

dimensi horizontal (manusia dengan manusia), yakni hubungan 

sosial antara manusia dengan manusia lainnya.hubungan sosial 

dari perwakafan di sini berarti bahwa pemberian (wakaf) 

tersebut harus memberikan manfaat langsung maupun tidak 

langsung kepada masyarakat. 

Mengenai penegertian wakaf didalam kitab fathul mu’in, 

dijelaskan bahwa menurut istilah, Waqaf berarti “menahan”, 

menurut syara’ adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan 

dalam keadaan barang masih tetap dengan cara memutus 

pentasarufannya (pendistribusiannya),  untuk diserahkan untuk 

keperluan yang mubah dan berarah.
2
 

Indonesia merupakan salah satu Negara di Dunia yang 

penduduknya sudah memeluk agama Islam sejak berabad-abad 

lamanya. Dalam rangka mengamalkan syari’at agama Islam 

tersebut, umat muslim sudah mempraktikkan wakaf dan oleh 

karenanya maka lembaga wakaf yang berasal dari syari’at Islam 

telah diterima sebagai bagian dari hukum adat. 

Dalam rangka mengamalkan ibadah wakaf ini sudah 

lama umat muslim di Indonesia menginginkan adanya 

pengaturan perwakafan guna mencapai tujuan wakaf yang 
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sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu menyadari 

betapa pentingnya permasalahan tanah di Indonesia, Pemerintah 

bersama DPR-RI telah mengeluarkan/menetapkan Undang-

Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

yaitu UU No.5 Tahun 1960, yang meletakkan dasar perwakafan 

tanah pada pasal 49 ayat 3 UUPA. 

“UU No.5 Tahun 1960 menyatakan : bahwa 

berhubung dengan apa yang tersebut dalam 

pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adana hukum 

agrarian nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang 

tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum 

bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak 

mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum 

agama.” 

“Pasal 49 ayat (3) UU No.5 Tahun 1960 : 

Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.”
3
 

 

Perundang-undangan Perwakafan yang sudah 

dikeluarkan itu ternyata dalam pelaksanaannya belum berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, masih banyak mengalami 

hambatan. Hambatan itu antara lain: 

 

1. Tanah wakaf sebelum terbitnya PP No.28 Tahun 1997 

kebanyakan belum mempunyai data autentik. Sehingga 

dalam proses penyesuaian dengan PP tersebut sering 

menimbulkan masalah antara Nadzir dengan keluarga 
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Wakif, antara Nadzir dengan Pemerintah, dan antara 

Nadzir dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. 

2. Terdapatnya banyak tempat ibadah, gedung lembaga 

keagamaan dan kuburan yang menempati tanah Negara 

yang belum tertampung dalam PP No.28 untuk berubah 

statusnya menjadi tanah wakaf. 

3. Terbatasnya dana untuk pensertifikatan tanah wakaf.
4
 

Sejak awal dalam persoalan wakaf masyarakat Indonesia 

mengikuti pendapat Imam Syafi’i bahwa benda-benda wakaf 

tidak boleh diutak-atik walaupun demi kepentingan manfaat 

sekalipun. Namun dalam pandangan fiqih, ternyata mengenai 

hal tersebut para fuqaha berbeda pendapat. Mengenai perubahan 

bentuk pada harta wakaf sebagian para ulama membolehkannya 

dan sebagian lain sangat melarangnya. Dikalangan Mazhab 

Maliki dan Mazhab Syafi’i sangat menekankan pada keabadian 

harta benda wakaf, walaupun sudah rusak sekalipun, tidak boleh 

harta benda wakaf tersebut dilakukan perubahan dengan benda 

yang lain walaupun harta wakaf akan rusak atau tidak 

menghasilkan sesuatu. Namun dipihak lain, benda wakaf yang 
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sudah atau kurang berfungsi lagi dikarenakan sudah tidak sesuai 

dengan peruntukan harta wakaf, dalam kaitan ini Mazhab 

Hanafi dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa boleh saja 

mengubah harta wakaf karena sudah tidak memiliki nilai 

manfaat lagi, diganti yang lebih bermanfaat untuk masyarakat 

umum. Kebolehan itu baik dengan alasan supaya benda wakaf 

tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai 

dengan tujuan wakaf.
5
 

Mengenai penegertian wakaf didalam kitab fathul mu’in, 

dijeaskan bahwa menurut istilah, Waqaf berarti “menahan”, 

menurut syara’ adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan 

dalam keadaan barang masih tetap dengan cara memutus 

pentasarrufannya (pendistribusiannya),  untuk diserahkan buat 

keperluan yang mubah dan berarah.
6
 

Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status 

wakaf tidak diperbolehkan kecuali wakaf tersebut tidak dapat 

kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf maka 
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perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang 

bersangkutan, para ulama atau ahli hukum Islam memang 

beragam pendapatnya tentang boleh tidaknya melakukan 

perubahan status pada benda wakaf seperti  menjual, merubah 

bentuk atau sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar 

dengan benda lain. 

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai 

fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia kurang 

berkembang untuk kepentingan masyarakat banyak bahkan 

banyak dijumpai asset wakaf yang mengalami permasalahan 

akibat tidak adanya tertib administrasi dan salah satunya 

mengenai perubahan status wakaf yang dijadikan jaminan, 

disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan 

dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kenyataan ini tentu tidak 

sesuai dengan ketentuan wakaf dan tujuan dari fungsi wakaf 

sendiri. 

Berdasarkan pokok pemikiran di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Pandangan Hukum 

Islam terhadap Tanah Wakaf yang Dialih Fungsikan 
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Menurut Ulama Mazhab dan Perundang-undangan Wakaf 

di Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan ulama mazhab mengenai 

pengalih fungsian tanah wakaf ? 

2. Apa pengaruh pengalih fungsian tanah wakaf terhadap 

status tanah wakaf ? 

3. Bagaimana pengalihan fungsi tanah wakaf yang berlaku 

di Indonesia perspektif undang-undang wakaf? 

 

C. Fokus Penelitian 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis 

memfokuskan penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam 

terhadap tanah wakaf yang dialih fungsikan menurut ulama 

madzhab. 

 

D. Tujuan Penelitian 

          Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tentang pengalihfungsian tanah wakaf 

menurut ulama mazhab 



 8 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalihfungsian tanah 

wakaf terhadap status tanah wakaf 

3. Untuk mengetahui pengalihan fungsi tanah wakaf yang 

berlaku di Indonesia perspektif undang-undang wakaf 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya 

bagi pembaca agar dapat lebih memahami tentang 

permasalahan alihfungsi tanah wakaf  menurut ulama 

mazhab dalam bidang Hukum Islam dan perundang-

undangan di indonesia. 

b. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya agar 

dapat lebih melengkapi dan menyempurnakan 

penelitan. 

c. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah kajian 

keIslaman tentang alih fungsi wakaf menurut ulama 

mazhab dalam bidang Hukum Islam dan perundang-

undangan di indonesia. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai 

suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh 

gelar S.H. pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam 
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Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta 

diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai 

implementasi praktis perubahan fungsi tanah wakaf 

dalam pandangan Hukum Islam dalam upaya 

pengembangan praktik wakaf bagi masyarakat. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Iqbal Baikhaqi, Mahasiswa Program Studi Hukum 

Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) METRO Tahun 2019 dengan judul 

“Perubahan Fungsi Tanah Wakaf Tinjauan Hukum 

Islam ”. Adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan 

bahwa dalam memahami perubahan fungsi tanah wakaf 

pihak KUA, tokoh agama dan PCM Hadimulyo 

membolehkan. Didapati setelah MIM Hadimulyo pindah 

di Hadimulyo Timur, Nadzir dan PCM Hadimulyo 

berinisiatif untuk mendirikan balai pengobatan yang 

sekarang menjadi Klinik. Mereka mengacu kepada 

mazhab Hambali dan mazhab Hanafi yang 

membolehkan perubahan fungsi tanah wakaf sepanjang 

ada kemaslahatan.
7
 Sedangkan yang membedakan 

penelitian yang akan penulis angkat dengan penelitian 

tersebut adalah dari sisi memahami pengalihfungsian 
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tanah wakaf dan status tanah wakaf yang 

dialihfungsikan, dengan menggunakan pendekatan teori 

ulama madzhab fiqih.   

2. Ridho Mukhtaza, Mahasiswa Program Studi Mu’amalah, 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung Tahun 2017 dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan 

Tanah Wakaf Pasar yang DialihFungsikan Menjadi 

POM Bensin”. Adapun hasil penelitiannya yaitu praktik 

pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan di 

Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten 

Lampung Barat menimbulkan perselisihan antara 

pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat 

yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara 

pribadi, dalam hal ini keputusan pemerintah daerah 

untuk mengalih fungsikan tanah wakaf pasar tersebut 

dalam hukum Islam diperbolehkan demi menjaga harta 

wakah atau tanah wakaf yang terletak di kelurahan 

Sekincau dari sekelompok oknum yang ingin menguasai 

tanah wakaf secara pribadi, sebagaimana sebagian besar 
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pendapat dari para ulama hambaliyah, hanafiyah dan 

malikiyah bersepakat bahwa pengalihfungsian tanah 

wakaf diperbolehkan jika memang diperlukan asalkan 

tidak mengalihkan harta wakaf tersebut ke jalan yang 

haram, hanya saja ulama syafi’iyah yang sedikit berbeda 

pendapat.
8
 Sedangkan yang membedakan penelitian 

yang akan penulis angkat dengan penelitian tersebut 

adalah dari sisi memahami pengalih fungsian tanah 

wakaf dan status tanah wakaf yang dialihfungsikan, 

dengan pendekatan teori ulama madzhab fiqih.   

3. Navidatul Fadliroh Zulfazri, Mahasiswi Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro tahun 2019 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pengalihan Wakaf Tidak Produktif ke Wakaf 

Produktif”. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa ada 

beda pendapat dari beberapa mazhab terhadap 

pengalihan wakaf tidak produktif ke wakaf produktif. 
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Namun berdasarkan ijtihad ulama ditetapkan bahwa 

dibolehkan melakukan pengalihan wakaf tidak produktif 

ke wakaf produktif dengan syarat wakaf dikelola secara 

profesional dan hasilnya sepenuhnya untuk mauquf 

‘alaihi.
9
 Sedangkan yang membedakan penelitian yang 

akan penulis angkat dengan penelitian tersebut adalah 

dari sisi memahami pengalih fungsian tanah wakaf dan 

status tanah wakaf yang dialihfungsikan, dengan 

pendekatan teori ulama madzhab fiqih.   

Dari beberapa penelitian di atas, penulis belum melihat 

ada yang membahas secara signifikan tentang tinjauan 

hukum Islam mengenai alihfungsi tanah wakaf dengan 

metode penelitian kuantitatif. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Wakaf adalah adalah al-habs, pengertian secara 

bahasa berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan 

yang artinya adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau 

memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi 
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habbasa yang berarti mewakafkan harta benda karena 

Allah. 

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (fiil 

madi)-yaqifu (fii mudhori)-waqat(f)an (isim masdar), 

yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf 

menurut istilah syara adalah menahan harta yang 

mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk 

kebaikan. 
10

 

  Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan 

dalam Pasal 215 ayat (1)  bahwa yang dimaksud wakaf 

adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang 

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 

benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

amanya guna  kepentingan ibadah atau keperluan umum 

lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 
11

  

 Pengertian wakaf juga disebutkan dalam undang-

undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa 

wakaf adalah perbuatan hukum wakif yang memisahkan 
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dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepetingannya guna keperuan 

ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 
12

 

Sedangkan penegertian wakaf menurut 4 ulama 

madzhab, yaitu Imam Hanafi, Syafi’i, Maliki dan 

Hanbali. Masing-masng memberikan pengertian wakaf 

sebagai berikut: 

1. Imam Abu Hanifah 

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menrut 

hukum, tetap milik siwakif daam raangka 

mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.  

2. Imam Maliki  

Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tdak 

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan 

wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif 

melakukan tindakan yang dapat melepaskan 

kepemilikannya atas harta terseebut kepada orang 
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lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan 

manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali 

wakafnya.  

3. Imam Syafi’i dan Imam Hambali 

Imam Syafii dan Imam Hambali berpendapat bahwa 

wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan 

dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur 

perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja 

terhadap harta benda yang diwakafkan, seperti 

perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada 

yang lain, baik dengan tukaran atau tidak, Jika wakif 

wakaf, maka harta yang diwakafkan tidak bisa 

diwariskan kepada ahli warisnya. 
13

 

Perwakafan merupakan suatu perbuatan hukum 

tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu yang 

bersifat rangkap, karena disatu pihak perbuatan 

tersebut menyebabkan objeknya memperbolehkan 

kedudukan khusus, sedangkan dipihak lain perbuatan 
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tersebut juga menimbulkan suatu badan hukum 

didalam hukum adat serta sanggup ikut serta dalam 

kehidupan sebagai subjek hukum.
14

   

Mengenai objek tanah wakaf dapat dimugkinkan 

pula tanah-tanah sealain hak milik sendiri dapat 

diwakafkan, misalnya hak guna bangunan (HGB) 

dan Hak Guna Usaha bahkan mungkin hak pakai, 

yang penting hak tersebut bebas dari segala 

pembebanan, ikatan, sitaan maupun perkara. Seacara 

harfiah wakaf berarti penahanan, wakaf tersendiri 

atas pemberian atau pengikatan harta kekayaan untuk 

selama-lamanya sehingga tidak ada hak-hak 

kepemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya 

tak ada guna saja.   

Dalam hukum Islam pada dasarnya perubahan status 

wakaf tidak diperbolehkan kecuali wakaf tersebut tidak 

dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf 

maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf 
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 Bahder Johar dan Sri Wariyati, Hukum Perdata Islam (Kompilasi 

Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan 

Shadaqoh), (Bandung: CV Mandar Maju, 1997) h. 64  
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yang bersangkutan, para ulama atau ahli hukum Islam 

memang beragam pendapatnya tentang boleh tidaknya 

melakukan perubahan status pada benda wakaf seperti  

menjual, merubah bentuk atau sifat, memindahkan ke 

tempat lain, atau menukar dengan benda lain. 

Hukum alihfungsi dalam agama Islam sebagai agama 

wahyu yang sempurna selalu memeberikan kesempatan 

seluas-luasnya, kepada para pemelukya untuk makukan 

amal perbuatan yang baik atau amal yang saleh dengan 

berbagai macam cara yang telah disyariatkan dalam 

agama Islam. Satu diantara perbuatan amal saeh tersebut 

adalah wakaf. Hal ini sejalan dengan hadits Rosululloh 

SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu 

Hurairoh, yang berbunyi : 

“ Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah 

bersabda “ Apabila seseorang mati, habislah amalnya 

kecuali tiga perkara, sedekah, ilmu yang bermanfaat 

dan anak yang shaleh yang mendoakan untuk ibu dan 

bapakya “. 
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Dalam peralihfungsian dan peruabahn tanah wakaf 

adalah tidak dapat dilakukan, baik perubahan status, 

peruntukkan ataupun penggunaan selain daripada apa 

yang sudah ditentukan dalam ikrar wakaf. Akan tetapi, 

dalam kodratnya segala sesuatau akan berubah, dan 

bahkan karena kemajuan yang terjadi didalam 

kehidupan telah banyak perubahan. Oleh karenanya, 

perubahan atau peralihfungsian wakaf bisa saja berubah 

dalam keadaan tertentu, seperti keadaan tanah wakaf 

yang sudah sesuai dengan tujuan wakafnya sebagaimana 

diikrarkan seorang wakif atau kepentingan tidak 

menghendakinya, maka perubahan fungsi tanah wakaf 

tersebut dapat dilakukan.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library 

research), yakni mengkaji atau menelaah buku dan 

tulisan yang berhubungan dengan masalah yang sedang 

diteliti dengan pendekatan ushul fiqih yang 
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menggunakan teori pemikiran ulama mazhab tentang 

alihfungsi tanah wakaf. Kemudian mendekati masalah 

yang diteliti dengan cara merujuk pada tata bahasa yang 

berbentuk Ta’rif (definisi), yang nantinya akan 

menunjukkan perbedaan pendapat tentang alihfungsi 

tanah wakaf. Dengan demikian pendekatan ini dirasa 

sesuai untuk menemukan serta membandingkan 

pendapat diantara ulama mazhab. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni data yang 

diungkapkan dalam bentuk kata-kata, secara sistematis 

dan subjektif mungkin tanpa mengurangi keilmiahannya. 

Kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif yaitu 

dengan keterangan-keterangan dan penjelasan berupa 

istimbath ulama mazhab mengenai pandangan tentang 

tanah wakaf yang dialihfungsikan yang penulis dapati 

baik dari karya-karya maupun literatur lainnya. 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer: yaitu sumber data yang 

memberikan informasi dan data secara langsung. 

Data yang dikumpulkan dan disiarkan sifatnya 

benar-benar orizinal. Adapun sumber data primer 

yang penulis peroleh adalah kitab Al Umm, 

karangan Imam Syafi’I, kitab Al Muwatta’ karya 

Imam Malik,  kitab Al Majmu’ Syarah Al 

Muhadzab jilid 20 karya Imam Nawawi, Mazhab 

Abu Hanifah jilid 12, dan lain sebagainya. 

b. Bahan hukum sekunder: yaitu sumber data yang 

menjelaskan terhadap bahan sumber data primer. 

Dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqih lainnya, 

seperti karya Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu, dan buku-buku fiqih, karya, maupun 

tulisan yang membahas fiqih. 

c. Bahan hukum tersier: yaitu berupa kamus. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini menggunakan kajian 

kepustakaan (library research), maka teknik 

pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

a) Mengumpulkan bahan pustaka yang akan dipilih 

sebagai sumber data, baik buku-buku, atau bahan 

bacaan yang ditentukan sebagai focus penelitian. 

b) Menggunakan buku-buku atau bahan bacaan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

c) Membaca dan menelaah serta mengelola buku-

buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya 

dengan masalah yang diteliti. 

d) Mengklasifikasikan data-data yang ada pada 

buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya 

dengan masalah yang diteliti 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan 

metode deskriptif, kualitatif, komperatif, yakni 

menggambarkan, menguraikan dan menyajikan seluruh 
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pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya 

tentang pendapat ulama mazhab, kemudian pendapat 

tersebut dibandingkan dengan cara sistematis, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan yang jelas. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memahami isi dari penelitian penulis, maka 

disusun sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB 1 : Bab ini merupakan Bab Pendahuluan. Pada bab ini 

berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode 

Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II : Bab ini berisi tentang Biografi Ulama Mazhab 

BAB III : Bab ini berisi tentang Landasan Teori yang 

menjelaskan mengenai Tinjauan umum wakaf 

meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, 

tujuan wakaf, rukun dan syarat wakaf, jenis-jenis 

wakaf, hak dan kewajiban nadzir serta pemanfaatan 

tanah wakaf. 
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BAB IV : Bab ini berisi tentang Analisis mengenai Pandangan 

Ulama Mazhab terhadap Pengalih Fungsian Tanah 

Wakaf. 

BAB V : Bab ini merupakan Penutup, dalam bab ini berisi 

kesimpulan dan saran-saran terkait hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 


